PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 8 TAHUN 2000
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Menimbang

Mengingat

a.

[y

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DEMAK,

bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupa-
kEan =sub sistem dalam sistem penyelenggaraan
Femerintahan HNasional sehingga Desa memiliki
kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentin-
gan masyarakat;

. bahwa landasan pemikiran dalam pengaturan menge-

nal Femerintahan Desa adalah keanekaragaman,

partisipasi. cotonomi asli, demokrasi dan pember-
dayaan masyarakat;

. bahwa dalam menghadapi perkembangan keadaan di

dalam negeri serta persaingan global, perlu
penyvelenggaraan otonomi Desa dengan memberikan
kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab
kepada Desa secara proporsional;

. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan ¢, maka

rerlu menata kembali sistem Pemerintahan Desa,
khusuanya Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah desa agar lebih efisien dan efektif
sesual kebutuhan; :

. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu mene-

tapkan pengaturannya dengan Peraturan Daerah .

. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemben-

tukan Daerah-daerah EKabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah ;

. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1899 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 19395
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3B39) ;

3. Undang ..



Menetapkan :

L

. Undang-undang Nomor 25 Teshun 1989 tentang Perim-

bangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran WNegara Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1878 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 30789) ;- : '

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1893

tentang Pencabutan Beberapa Permendagri mengenal
pelaksanaan Undang-undang Nomcr' 5 Tahun 1979
tentang Pemerintahan Desa ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun
1999 tentang Petunjuk Pelakesanaan dan Penyesuaian
Peristilahan Dalam Panyelenggaraan Pemerintahan
Desa dan Kelurahan ; j

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun -
1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenal
Deza. ; '
Peraturan Daerash Kabupaten Demak Nomor "7 Tahun
2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan
Desa.

Dengan persetujuan :

- DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUFPATEN DEMAK

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPETEE DEMAK TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasgsal 1

Dalﬁm Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Demak ;

b. Bupati adalah Kepala Daerah Eabupaten Demsak ;

C.

Pemerintsh Pusat yang selanjutnya disebut
Pemerintah adalah Perangkat HNegara Kesatuan

‘Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden dan

para Menteri;

Femerintah Propinsl adalah Gubernur beserta:
Perangkat Dasrah yang lain sebagai Badan Ekskutif

Daerah; _
e. Camat .?..
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e. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta
Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan
Ekselkutif Daerah ;

f. Camat adalah Pejabat Peranskat Daerah yang memim-
pin penyelenggaraan pemerintahan di wilawvah
Kecamatan;

g. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum vang
memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-

usul dan adat istiadat setempat yang diakul dalam
sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah

Eabupaten ;

h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut
BPD =adalah Badan perwakilan yang terdiri atas
pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa vyang
berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat
peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspira-
si masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap
penvelenggaraan Pemerintahan Desa ;

i. Lurah Desa adalah pejabat yang memimpin penye-
lenggaraan pemerintah Desa yang bertanggungjawab
kepada rakyat melalui BPD ;

j. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong
Desa;

k. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan BPD;

1. Pamong Desa adalah Penjabat Pemerintah Desa yang
membantu tugas Lurah Desa dalam menyelenggarakan
Pemerintah Desa dan pembangunan Desa;

m. Dukuh adalah bagian wilayah dalam Desa yang
merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerinta-
han Desa.

BAB II 3
KEDUDUKAN DAN WEWENANG FEMERINTAH DESA

Baglan Pertama
Kedudukan
Pasgal 2

(1) Di Desa dibentuk Pemerintah Desa dan Badan
Perwakilan Desa.

(2) Pemerintah Desa dan BPD sebagaimana - dimaksud -
ayat (1) melakesanakan kegiatan FPemerintahan
Desa. '

Bagian .



(1)

(2)

(1)

(2)

-

Bagian Kedua -

Wewenang
Pasal 3

Kewenangan Desa meliputl

a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan . hak
asal-usul Desa; - !

b. kewenangan yang oleh Peraturan Perundang-
undangan yvang berlaku belum dilaksanakan oleh
FPemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerin-
tah Kabupaten; _

c. "tugas pembantuan darl Pemerintah., Pemerintah -
Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud ayat (1)
huruf ¢ disertail dengan pembiayaan, sarana ‘dan
prasarana serta sumber daya manuslia.

Pemerintah Desa berhsak menolak pelaksanaan tugas

pembantuan yang tidak disertai dengan pem-

blavaan, sarana dan prasarana serta sumber daya
manusia. ;

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

Pemerintah Desa terdiri dari - Lurah Desa dan
Pamong Desa.

Pemerintah Desa dipimpin coleh Lurah Desa.

Pasal &

Pamong Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat {1},
terdiri dari

a.

b.

t1)

(2)

unsur Staf yaitu Eekretariat Desa aebag&i unsur
pelayanan; ;

unsur pelaksana yaitu unsur pelaksana_ teknis
lapangan; -

. unsur wilayah yaitu unsur pembantu Lurah Desa di

bagian wilayah Desa / Dukuh dengan sebutan,kK Bekel
S Eamituwo. '

Pasal 6

Sekretariat Desa sebagaimana dimakeud Pasal 5
huruf a terdiri dari : :
Carik Desa;
gtaf urusan pemerintahan;
Staf urusan pembangunan;
Staf urusan keuangan;
Staf urusan umum;
Staf urusan kesejahteran rakyat ( KESRA )
Jenls Staf Urusan sebagaimana dlmaksud ayat (1)
disetiap Desa tidak harus sama, disesuaikan
dengan kebutuhan dan kemampuan Deaa.

: Pasal 7 ..j.‘

H® 00 o



(1)

(2)

(3)

5
Pasal 7

Unsur pelaksana sebagaimana dimsksud Pasal 5

huruf b, terdiri dari

a. pelaksana teknis bidang Kamtrantib:

b. pelaksana teknis bidang keagamaan dan adat
istiadat;

¢. pelaksana teknis bidang pengairan:

d. pelaksana teknis pemungutan pendapatan Desa;

e. pelaksana teknis lain.

Masing-masing pelaksana teknis sebagaimana di-
maksud ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d,
disebut dengan sebutan Kepetengan/Jogoboyo,

‘Modin, Ulu-ulu dan Kebayan.

Jenis dan masing-masing unsur pelaksana teknis
sebagaimana dimakesud ayat (1) disetiap Desa
tidak harus sama, disesuaikan dengan kebutuhan
dan kemampuan keuangan Desa dengan ketentuan
sebanyak-banyaknya 3 (tiga).

Pa=sal B8

Unsur wilayah sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf o
Jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan
keuvangan Desa.

(1)

(2)

BAB IV
KEDUDUEAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 9

Lurah Desa berkedudukan sebagai pimpinan penye-
lenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan
vang ditetapkan bersama BPD.

Lurah Desa mempunyai tugas dan kewajiban:

a. memimpin pelaksanaan tugas pemerintah Desa
dan pembangunan: !

b. membina kehidupan masyarakat Desa,

c. membina perekonomian Desa;

d. memelihara keamanan, ketentraman dan k&tertih
ban masyarakat Desa:

e. mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa;

f. mewakili Desanya didalam dan diluar Pengadi-

lan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya;

g. mengajukan Rancangan Peraturan Desa dan
selanjutnya menetapkan sebagai Peraturan Desa
getelah mendapat persetujuan BPD:

h. menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup
dan berkembang di Desa yang bersangkutan.

{(3) Pelaksanaan ..
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(3) Pelaksansan tugas Pemerintah Desa sebagaimana
dimaksud ayat (2) huruf a termasuk juga pelaksa-
naan pendataan penduduk untuk kepentingan
nasional dan melaporkannya pada . Pemerintah
melalui Bupati dengan tembusan Camat.

{4) Untuk mendamaikan perselisihan sebagaimana
dimaksud ayat (2) huruf e, Lurah Desa dapat
dibantu oleh tokoh-tokoh masyarakat.

(5) Segala perselisihan yang telal didamaikan oleh
Lurah Desa dan diterima oleh pihak-pihak yang
berselisih bersifat mengikat pihak-pihak vang
berselisih.

'Paéal 10

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaima-
na dimaksud Pasal 9, Lurah Desa bersikap dan bertin-
dak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersu-
lit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 11

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pe-
nanggung Jawab utama di bidang pembangunan Lurah
Desa dibantu oleh lembagas kemasyarakatan vang adas di
Desa yang merupakan mitra dalam aspek perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian pembangunan vang ber-
tumpu pada kepentingan masyarakat.

Pagal 12

(1) Sekretariat Desa berkedudukan sﬁhagai unsur staf
vang mempunyail tugas membantu Lurah Desa dalam

relayanan administrasi dan tata usaha Desa.

(2) Eekretariat Desa dipimpin oieh Carik Desa yang-
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Lurah
Desa.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
ayat (1) Carik Desa mempunyai tugas:

a. melakukan koordinasi terhadap kegiatan vang

dilakukan Pamong Desa:

b. mengumpulkan bahan, mengevaluasi data dan
merumnuskan program serta petunjuk  untuk
keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas
umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan
kemasyarakatan: !

- menyusun program kerja tahunan Desa;

. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa;

e. menyusun laporan pertanggungjawaban Lurah

Desa;

a2 0

f. menyusun ..?...
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menyusun Rancangan Keputusan Lurah Desa;
melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan
dan laporan;

melaksanakan urusan keuangan;

melalkeanakan urusan tata usaha, perlengkapan
dan rumah tanggsa:

melaksanakan tugas-tugas lain vang diberikan
aleh Lurah Degsa.

€

Pasal 13

Staf urusan Pemerintahan mempunyal tugas

mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di
bidang Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah
dan masyarakat; : _

membantu . pelaksanaan ‘dan pengawasan terhadap

cpenvelenggaraan Pemilihen Umum (PEMILU):

membantu pelaksanaan tugas-tugas di bidang kea—
grarian sesuai dengan peraturan perundang-undan-
gan yang berlaku; '

membantu tugas-tugas  di bidang adninistrasi
kependudukan dan Catatan Sipil;

membantu, membina dan menviapkan bahan-bahan
rapat Badan Perwakilan Desa (BPD);

mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang
pemerintahan, ketentraman dan ketertiban ;
melakukan tugas lain vang diberikan oleh Lurah

‘Desa.

Pasal 14

Staf urusan pembangunan mempunyal tugas

a—i

mengumpulkan, mengolah dan mengevalua51 data di
bidang pePEanDmlﬂn pembangunan dan keaejahter-
aan masyarakat;

melakukan bimbingan di bidang perkoperasian,
pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian
lainnya dalam  rangka meningkatkan kehldupan
perekonomian masyarakat; ; ;

melakukan bimbingan di bidang keagamaan, keseha-
tan, keluarga.berencana dan pendidikan masyars-

~kat;

melakukan pelayanan kepada masyarskat di bidang
perekonomian dan pembangunan ;

melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan
swadaya dan partisipasi masyarakat dalam mening-
katkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;
melakukan administrasi perekonomian dan pembangu—
nan di Desa;

membantu menyiapkan bahan-bahan dalam rangka
mugyawarah Lembaga Kemasvarakatan Desa;

h. membantu ...¥...



. m&ngumpulkan_bahan dan_menyusun laporan di bidang
perekonomian dan pembangunan ; ; :

i. melakukan tugas lain vang diberikan oleh Lurah

" Desa. :

Pasal '15
Staf urusan keuangan mempunyail tugas

a. menerima, menyimpan dan mengeluarkan uvang Desa :

b. mengurus dan membayar gaji pegawai ;

c. mengurus pembukuan keuangan Deza ; 3

d. mengurus pertangguﬁgjawaban atas Ppenggunasan
keuangan yang telsh dikeluarkan ;

e. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang
keuvangan ;

f. melakukan tugas laln VAang dlberikan oleh Lurah
Desa.

Pa=al 18
5taf urusan umum mempunyai tugas

a. melakukan administrasi umum ;

b. melakﬁk&n_ urusan perlengkapan dan inventaris
Desa; : i

¢. melakukan urusan rumah tangga ; &

d. melakukan pengaturan pelaksanaan rapat-rapat
dinas dan upacara ;

e. meldkukan urusan tata usaha Desa;

f. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan Pemerin-
tah Desa; ' : :

£. melakukan tugas lain yang diberikan woleh Lurah
Des=a. i

. By Pasal 17
Staf urusan kesedahteraan'rakyat mémpunyal tugas :

a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di
bidang kesejahteraan rakyat ;

b. melakukan bimbingan di bidang kesehatan, keluarga
berencana dan pendidikan masyarakat:;

2. melakukan pelayanan kepada masyarakat di: bidang
kesejahteraan rakyat ;

d. membantu mengumpulkan dan menyalurkan bantuan
terhadap korban bencana ; ;

e. membantu pelaksanaan bimbingan kegiatan FPembinaan
Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pramuka dan organi~
sasi kemasyarakatan lainnya:

f. mengumpulkan .t ..
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f. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang
kesejahteraan rakyat ;

g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Lurah

; Desa. '

Pasal 18

(1) Pelaksana teknis lapangan berkedudukan sebaagi
unsur pelaksana dibidang tugasnya masing-masing.

(2) Pelaksana teknis lapangan mempunyail tugas menja-
lankan kegiatan pelaksanaan tugas lapangan yang
menjadi bidang tugasnya.

(3) Untuk menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud
ayat (2) pelaksana teknis lapangan mempunyai
fungsi; :

a. melaksanakan kegiatan-kegiatan lapangan Yyang
. menjadi bidang tugasnya;
" b. melaksanakan pelayanan administrasi Lurah
Desa.

Pasal 18
Modin mempunyal tugas

- a. melakukan bimbingan di bidang keagamaan ;

b. melakukan pelayanan kepada masyarakat dalam
urusan kematian ;

c. membina kegiatan pengumpulan zakat, infag dan
shodagoh;

d. melakukan tugas lain yang diberikan oleh. Lurah
Desa. '

Pasal 20
EKEepetengan / Jogoboyo mempunyal tugas

a. melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban -
masyarakat ;

b. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang
ketentraman dan ketertiban ;

c. membantu menvelenggarakan kegiatan administrasi
pertahanan sipil; ; 3

d. membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penya-
luran bantuan kepada masyarakat serta . melakukan
kegiatan pengawasan akibat bencana alam dan
bencana lainnya ; :

e. membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan
dengan pembinaan kerukunan warga ;

f, mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang
ketentraman dan ketertiban ; :

g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Lurah
Desa.

Pasal 21 ..
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Pasal 21

Ulu—u}u mémpunyai tugas

20

melakukan bimbingan dan pembinaan kegiatan Dharma
Tirta ; .

membantu koordinasi pelaksanaan pembangunan serta
menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik
di lingkungan Desa : :

mengatur tata pengairan Desza ;

melakukan tugas lain yang diberikan ' oleh Lurﬁh
Desa.

Pasal 22

Kebayan mempunyai tugas :

(l}

- E2 )

melaksanakan tugas-tugas di bidang pemungutan
rajak, retribusl dan pendapatan lain-lain :
melakukan tugas lain yang yang diberikan oleh
Lurah D&sg.

Pazal 23

Bekel / EKamituwo berkedudukan sebagal unaﬁr
pelaksana tugas dan kewaJiban Lurah Desa dalam
wilayah kerjanya.

Bekel / Kamituwo sebagaimana dimalksud avat (1)

mempunyal fungsi

a. melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangu-

- nan dan kemasyarakatan dan ketertiban di

wilayah kerjanya; ®

b. melaksanakan Peraturan Desa di wilayah kerja-
nya: EFITE

c. melaksanakan kebijaksanaan Lurah Desa.

Pazal 24

EekalfKamituwo mempunyai tugas

. membantu pelaksanaan tugas Lurah Deza ;

melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan
dan kemasyarakatan serta ketentraman dan keterti-
ban ;

melaksanakan keputusan dan kebijakan Lurah Desa:
membantu Lurah Desa dalam kegiatan pembinasn dan
kerukunan warga ;

membina dan meningkatkan swadaya gotong POVONE ;
melakukan kegiatan penyuluhan program Pemerintah:
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Lurah Desa. :

BAB WV oig...



(1)

(2)

(3)

(4)
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BAB V
TATA KERJA PEMERINTAH DESA
DAN PAMONG DESA
Pasal 25

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya,
Lurah Desa:

a. bertanggungjawab kepada masyarakat Desa mela-
lui BPD; '

b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Pemerinta-
han Desa kepada Bupati melaluil Camat =setem-—
pat.

Dalam melaksanakan 'tugas dan fungsinya Sekre-
tariat Desa bertanggung Jjawab kepada Lurah Desa.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Pelaksana
Teknis Lapangan bertanggungjawab kepada Lurah
Desa. :

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya
Bekel /Kamituwo bertanggungjawab kepada Lurah
Desa. '

Pasal 26

Bagan Organisasi, Susunan dan Tata Kerja Pemerintah
Deza ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran
Peraturan Daerah ini.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Pasal 27

Susunan UOrganiesasi Pemerintah Dess ditetapkan
oleh Lurah Desa setelah mendapatkan persetujuan
EPD.

Susunan Organisasil Pemerintah Desa sebagaimana
dimaksud awyat (1) dilaporkan oleh Lurah Desa
kepada Bupati melalui Camat.

BAE VI
EETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka
Pemerintah Desa agar menyesuaikan struktur
organisasinya sehingga sesuai dengan Peraturan
Daerah ini.

Dalam pelaksanaan penyesuaian struktur sebagai-
mana dimaksud ayat (1), Desa segera menata

kembali jabatan-jabatan Pamong Desa yang
sekarang ada.

Penataan Jabatan-jabatan Pamong Desa sebagaimana
dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Lurah Desa
setelah mendapat persetujuan dari BPD.

(4) Penataan .



Disetujui DFRD Kabupaten Demak
Dengan Keputusan Nomor 0S/Kif.DPRD/2000

12

(4) Penataan kemball Jjabatan-jabatan Pamong Deaza
sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) dituangkan
dalam Keputusan Lurah Desa.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 29
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini
sepanjang mengenal pelaksanaannya akan diatur lebih
lanjut oleh Bupati

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada s=aat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka
semua ketentuan vang bertentangan dengan Peraturan
Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

FPasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memer-—
intahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Demak . ;

e

L]
g H. DJOKQ WIDJI SUWITO, S.IP

Pembina Tk;l
NIP.010085477

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2000

NOMOR 9 SERL D NOMOR 5 .
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PENJELASAN
: ATAS |
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 8 TAHUN- 2000
_ TENTANG
SUSUSNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

. PENJELASAN UMUM

‘Diundangksnnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ten-
tang Pemerintahan Daerah, maka semua peraturan perundang-
undangan yang bertentangan dengan Undang-undang tersebut

dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dalam rangka untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan
Pemerintah Desa yang selektif dan berhasil  guna diperlukan
pengaturan kemballi tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerdja
Pemerintah Desa.

Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 - Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum
Pengaturan Mengenai Desa, maka Susunan Organisasi dari Tata
Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s.d Pasal 25 : Cukup Jjelas.

Paszal 26 '

Bagan dimaksud hanya sebagai contoh yang tidak mengikat
Desa, terutama pada jumlah Staf Urusan, Pelaksana teknis

dan unsur Wilayah.

Pasal 27 s.d Pasal 31 : Cukup jelas.
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